LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : C

_

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2({5

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIFIL

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam
rangka pemerataan prinsip Dasar [Dclayanan
Masyarakat menuju transparasi dan akuntabilitas
pelayanan publik kearah pelayanan prima secars
efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000
lentang Retribusi Pelavanan Catatan Sipil perlu
disesuaikarn ,

b. bahwa berdasarkan hal fersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Retribusi Penggamiian Biaya
Cetak Akta Catatan Sipil.
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Repuplik Indonesia ¢ Lembaran
Negara Tabun 1958 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647 );

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan [embaran Negara
Nomor 3209 );

Undang-TIndang Womor 18 Tahun 1997 rentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah ( Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
245 . Tamhahan [.emharan Negara Nomor 348

. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002

Nomor 109, Tembahan Lembaran Negara Nomor
4235) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang

Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor4437) ;

Z

7.

L3

Feraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 8
Tahun 1981 renrang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 119 tamhahan Lembaran Negara
Nomer4l39);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dacrah |

. Kepumisan Menteri Dalam Negeri Nomeor (74

Tabun 1997 tentang Pedoman dan Taie Cara
Pelaksanaan Pernungutan Retribusi Draerah |

- Kepumsan Menteri Dalam Negeri Nomor 175

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Dacrah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119

Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis
Ketribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 11 |

Perzturan Dacrah Kabupaten Dacrah ‘I'ingkat 11
Banyumas Nomor 11 Tabun 1985 lentang
Peaunjukan , Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  scbagai
Penyidik pada Pemerintah Kabuparen Daeral
Tingkat 11 Banyumas ( Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingka: 11 Banyumas Tahun
1986 Nomor 5 seri D ).
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Menetapkan

14, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan
Felayanan Caratan  Sipil (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomer 5 Seri
E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

%
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dacrah adalal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan  Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas.

o

Alkta Catatan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap
seerorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan
pama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara.

Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang
bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenal kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak dan perubahan nama.

Kutipan akra kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil
vang kedua dan selerusnya yang depat diterbitkan  oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan
akia asli ( pertama ) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan
surat keterangan dari pihak yang berwajib;

Salinan akta adalah is1 lengkap akia Caratan Sipil yang diterbitkan
oleh Badan Kependudulkan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas
permintaan pemohon untik suam keperluadn lertentu;

Turunan akta Carztan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang
di turun oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana cari akta

astinyz di terbitkan atas permintaan pemohon karena kutipen akia/

salinan aktanya hilang atan rusek;
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1.

Akta kelahiran umum/ rutin adalah akia kelahiran yang di catat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukar Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa kelahiran anak (bayi) yang erjadi di wilayah
Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat tidak terlambat
pelaporannya sejak tanggal kelahirannya. scsuai dengan peraturan
Perundang-undangan vang berlaku { bagi WNA 3 hari kerja, WNI
keturunan Eropah yang wnduk staatblal Tahun 1849 Nomor 25,10
hari kerja dan WNI ketnrunan Tiong Hoa vang wnduk pada staathliat
Tahun 1917 Nomeor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing
vang wnduk pada staaiblat Tahun 1933 Nomor 73 dan staatblat 1920
Nomor 751, 60 hari kerja );

Akta Catatan Sipal kelahiran Eksaminasi adalah akta Catatan Sipil
vang dicatat dan di terbitkan olch Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarpa Berencana  mas pelaporan kelahiran terlambat
melebih: batas wakw 60 hari kerja sejak kelahirannya vang di
daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia
bukan Keturunan asing yang berdomusili di wilavah Kabupaten
Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januari 1956 dan belum
memiliki 2kta kelahiran dan bagi vang tidak di lahirkan di Luar
Negeri;

Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil
vang dicarat dan diterbitkan oleh Badzn Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran terlambat
bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan
asing yang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran sebelum
sampai 31 Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negen;

Akta kelakiran Istimewa adalah akta kelahiran vang dicatat dan di
ierbitkan oleh Badan Kependudukan Caiatan Sipil dan Keluarga
Herencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambal melebihi
batas wakw pelaporan kelahivan sesual ketentuan peraturan pe
Undang-Undangan vang berdasar putusan Pengadilan Negeri;

0

14.

15.

16.

17

Surat Keterangan Catalan sipil adalah surat vang diterbitkan olel
Radan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan
Catatan Sipil,

Akra Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catzaran Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi
yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan pasangan
mempelai selain islam ¢ Krisien, Hindu. Budha. Katholik dan lainnya
) yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama
dan kepercavaannya,

Akta Perceratan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Caratan Sipil dar Keluarza Berencana/Dinas/Instansi
yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan bagi orang
yane beragama, Kristen, Katholik. Hindu, Budha dan lainya kecuali
Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasii ).

Akta Pengakuan anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh
Badan Kependudukan Cawatan Sipil dan Keluarga
Berencana/Dinas/Instansi yang berwenanang di bicang Catatan Sipil
bagi anak luar nikali/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya
yang sah yang luncuk pada staablat tahun 1917 Nomor 1330 jo
staatblat Tahun 1919 Nomer 81 dan staatblat Tahun | 849 Nomor 25

Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengesahan anak luar
nikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana bagi merska vang orang luarya kemudian dicatatkan
perkawinarnya secara sah melalui Catatan Sipil hagi yang tunduak

- pada staathlat 1849 Nomor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 Jo

staatblat Tahun 1919 Nomaor 81 smathiar 1abhun 1933 Nomer 73 jo
staathlat Tahun 1936 Nomor 607 dan non staatshlat:
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19.

Akla-akia Kematian Umum/ Rutin adalah akta vang dicatal dan
diterbithan oleh Badan Kependudukan Cataan Sipil dan Keluarsa
Berercana berdasarkan atas pelaporan peristiwa vang terjadi di
Wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian didaftarkan sclambai-
lambatnya 60 (enam puluhy hari kerjz sejak terjadinya peristiwa
kematian tersebut hagi Warga Nepara Indonesia yang winduk  pada
staatblat Takun 1920 Nomor 751 jo staatblar Tahun 1927 Nomor 564
dan staatblat Tahun 1933 Nomor 75 jo siaatblat Tahun 1936 Nomor
607 dan staablat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919
Nomor 81 dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi vang tunduk pada staatblad
Tahun 1849 Nomor 25 scrta bagt WNA 3 (uga) har kerja scjak
terjadinya peristiwa kematian tersebut;

Akta Kematian Istimewa adalah akta vang dicatat dan diterbitkan olch
Badan Kependudukan Catatan Sipi! dan Keluarga Berencana alas
peristiwa lerjadinya kematian vang terlambat pelaporannya melebihi
Datas wakiu peiaporan vang teian diaur sesual Ketentuan peraturan
perundangan vang berlaku berdasarkan  putusan Pengadilan Negeri;

Pengangkaian anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah
dicatat olch Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana  berdasar  putusan Pengadilan  negeri vang  telah
mempurval kekuatan hukum etap sesuai ketentuan hukum dan
peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

Akta izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar
persetujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkawinan
vang berumur kurang cari 21 (duapuluh satu) tahun, batas usia
dewasa perkawinan bagi mempelai pria Jdiatas usia 19 (sembilan
belas) tahun dan mempelai wanita diatas usia 16 (enambelas) tahun
sesual kewniwan peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

H

£3. Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencaatan pengesahan

perjgnjian harta terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta
bersama sesuai akta Nowns yang disahkan cleh pejabar Catatan Sipil
pada Badan Kependudukan Cataian Sipil dan Keluarga Berencana
pada saat sebelum atau bersamaan dengan peneguhan pencatatan
perkawinan dilaksanakan sesuai keientuan peraturzn Perundang-
undangan yang berlaku;

. Tanda buku pclaporan Catatan Sinil adalah tanda bukti vang dicatay

can diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan,
perceraian, kelahiran, kematian. pengakuan dan pengesahan anak dan
pengangkatan enak yang telabh dicaiztkan di Luar Megeri;

5. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pingeir pada akta Calatan

Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi
seseorang lentang perubzhan/ ganti dan perubahan nama, perubahan
status kewarzanegaraan, identitas kelamin, dan perubaban alas
kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengzsahan dan
pengangkaian anak yang dicatat pada bindata regisier akia Catatan
Sipil;

. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun

WNA vang bertempat linggal di wilayah hukum Kabupaien
Banyumas yang wajib memiliki dokumen akta-akia Catatan Sipil
sebagai tanda bukti sah dan tidaknya tentang identitas diri pribadinya
di depan hukuim:

* Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan vang menggurakan

atau menerima jasa pelayvanan dari Pemicrintah Dacrah.
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28,

30.

3l.

32

33.

34.

35.

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut
Peraran  Perundang-undangan Retribusi di  wajibkan  untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungul  atau
pemotongan Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang wierupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi uniuk memanfaatkan jasa dan
perizinan terientu dari Pemerintah Daerah.

Surat Seioran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD
adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyctoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran |zin yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disebut SKRD
adalah Surar Kepurusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
vang terutang

Surar Tagihan Relribusi Daerah Yang selanjutnya discbut STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / a@u sanksi
administrasi berupa bunga dan / atau denda.

Perhitungan Retribusi Dacrah adalah perincian besarnyz retribusi
vang harus di bayar oleh Wajiib Retribusi baik pokok retribusi, bunga,
kekurangan pelayanan retribusi, kelcbihan pembayaran retribusi
maupun sanksi administrasi.

Ehmba;mn Retribusi Dacrah adalah sisa retribusi atas nama wajib
retribusi vang (ercanum pada STRD |, SKRDKB atau SKRD KBT
yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainya vang masih terutang.

Femeriksaan zdalah  serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka
pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban rerribusi daerah
berdasarkan Peratiran Retribusi Daerah.
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36.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dasrzh  adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebur Penyidik, unuk mencari serta
mengumpulkan bukti, vang dengan bulai itu membuat terana tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yvang terjadi serta menemukan
tersangkama,

BAB 11
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil
dipunguit Eetribusi sebagai pembayartan atas produk / jasa Pelavanan
Penyelenggaraan Catatan Sipil

(1)

(2)

Pasal 3

Obyek Rewribusi adalahh jasa pelayanan vang diberikan oleh
Pemerintah Daerah sebhagai Pengganti Riaya Cerak Akta Caratan Sipil

Obyek  Retribusi sehagammana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pelayanan:

akta kelahiran tarlambat Eksaminasi, Dispensasi dan Istimewa;
akta perkawinan ;
akia percerdian ;
. akta pengakuan pengesahan dan pengangkatan anak;
akta kematian;
akra izinkawin;
. pengesahan perjanjian perkawinan (harta terpisah);
. surat kenal lahir dan kenal mati:
. tanda bukti pelaporan Catatan Sipil bagi yang telah terearan di
Luar Nzgeri;
1. sural keterangan Catatan Sipil lainnya.

ol - T T T = N -



Pazal 4

(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi VANZ menggunakan atau
menerima jasa pelayanan Penyzlenggarazn Catatan Sipil.

(2)  Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang wajib membayar Retribusi
karcna menggunakan jasa pelayanan penvelenggaraan Catatan Sipil.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penggantian Biava Cetak Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

'Tin gkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan Jumlah produk dan
Jenis pelayanan dibidang Penyelenggaraan Catatan Si pil yang diterbitkan

BAR V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi penggantian Biaya Cetak Akia Cararan

Sipil adalah untuk mengganti bigya cetak rermasuk legalisasi dan jasa
pelayanan denzan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspck

keadilan.
Pazal B

Struktur dan besarnya wrip remribusi pelayanan penyelenggaraan Catetan
Sipil adalah sebagzi berikut :
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IL.

Akta Kelahiran

a. Pelayanan akta kelahiran umum / rutin = Rp. 0 -

b Pelayanan kelahiran eksaminasi (terlambat pelaporannya) :
1. Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 15.000,-
2. Lahir diluar Kabupaten Banyumas = Rp.  23.000 -

LIS

. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Dispensasi :
1. Lahir di Kabupaten Banyumas = Rp. 25.000,-
2. Lahirdiluar Kabupaten Banyumas = Rp.  35.000,-

d [Iler registrasi:
1. WNI
2. WNA

RF'. ls.mmr
Rp. 50.000,-

e. Pencaratan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Istimewa
(Putusan pengadilan Negeri) :

1. WNI = Rp. 23.000,.-
2 WNA = Rp. T75.000,-
f. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akia kedua dan seterusnya -
1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000,-
2. Warga Negara Asing =  Rp. 100.000,-
g Pencatatan dan penarbitan Salinan Akta :
1. Warga Negara Indonesia = Rp. 50.000,-
2. Warga Negara Asing =  Rp. 100.000.-
Alkita Perkawinan

4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Umum
1. WNI dalam Kantor = Rp. 50.000,-

2. WNIdi luar Kantor = Rp' 75000,
3. WNA dalam Kantor =  Rp. 125.000,-
4. WNA di luar Kantor =  Rp. 175.000,-
13 &



II.

h. F'mrarjat_sm dan penerbitan Kutipan akta Perkawinan wyang
melebihi jangka waktu | (satu) bulan sejak tanggal pengesahan
perkawinan menurut agama :

1. WiNIdalam Kantor = Rp. 100.000,
2. WNKIdiluar Eantor = Rp. 125.000.-
3. WNA dalam Kantor = Rp. 150000,-
4. WNA diluar Kantor = Rp. 200.000,

¢. Pencatatan dan penerbitan Kutipan akm Perkawinan pada hari
libur ¢
1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 200.000,

d. Pencatatan Perkawinan schagaimana tersebut dalam hurufz, b dan
¢ ditambah biaya Pengumuman Perkawinan s=bagai berikut :

1. WNI = Rp. 10.000-
2. WNA = Rp. 15.000,-
¢ Her Registrasi
1. WNI = Rp. 50.000.-
2. WNA = Rp. 100.000,-
f. Kutipan Akta kedua dst :
1. WNI = Rp. 75.000,-
2. WNA = Rp. 150.000,-
g. Salinan Akta Perkawinan :
1. WNI = Rp. 100.000,
2. WNA = Rp. 150.000.-
Akta Perceraian
4. Pencatatan dan penerhitan Kitipan Akta Perceraian Umum ¢
1. WNI = Rp. 100.000,-
2. WNA = Rp. 200.000.-
14
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Iv.

b. Bagi pencatatan perceraian yang melebih jangka wakw 1 (saw)
hulan sejak tangzzal Keputusan pengadilan Negem ying telah
mempunyai kekuatan hukum tetap :

1. WNI = Rp. 150.000,-
2. WNA = Rp 250.000-
c. ller Registrasi ;
1. WNI = Rp 50.000-
2. WNA = Rp. 100.000,
d. Kutipan Akra keduadst :
1. WNI = Rp. 100.000,
2. WNA = Rp. 250.000.-
e. Salinan Akta Perceraian :
1. WNI = Rp. 130.000,-
2. WNA = Rp. 250.000-
Akta Kematian
a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Umum
1. WNI = Rp. 15.000.-
2. WNA = Rp. 50000,
b. Her Rigisirasi
1. WN I = Rp. 10.000-
2. WNA = Rp 50.000,-
c. Kutipan akta kedua dst
1. WNI = Rp. 15000 -
2. WNA = Rp. 50.000,-
- d, Salinanakta Kematian :
1. WNI = Rp. 20.000.-
2. WNA = Rp. 50.000,-
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VI.

€. Pencatatan dan penerbitan Kutipan [stimewa :

1. WHNI = Rp 15000
2. WNA = Rp. 75.000,-
Akta Izin Kawin
Pencaratan dan penerbatan Kutipan Izin Kawin ;
1. WNI = Rp. 20000 -
2. WNA = Rp. 50.000,-
Akra Pengakuan anak

a. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak :

1. WNI = Rp. 75.000-
2. WNA = Rp. 100.000,-
b. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta kedua dan seterusnya -
1. WNI = Rp. 50.000.-
2. WNA = Rp. 100.000,-
¢. Salinan Akta ( Regisier dan Kutipan ) :
1. WNI = Rp. 60.000,-
2. WNA = Rp. 125.000.-
. Alta Pengesahan Anak Luar Kawin
a. Pencatatan Pengesalian anak Luar Kawin -
1. WNI = Rp. 75.000,-
2. WNA = Rp. 100.000,-
b. Salinan
. WNI = Rp. 50.000,-
2, WNA = Rp. 100.000-
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VIIIL. Akta Pencatatan Pendaftaran Perwalian/ Pengangkatan Anak/

IX.

Adopsi :

&. Pencatatan pendaltaran Perwalian / pengangkatan Anak  umum
. WNI = Rp. 75000,
2. WNA = Rp. 125.000,-

b. Bagi pencaratan Pengangkatan anak yang melebihi janghka waktu ]
(satu) bulan sejak tanggzal Keputusan Pengadilan Negeri yang iclah
mempunyal kekuatan hukum tetap dan atau tanggal pengukuhan
Pengadilan bagi Pengangkaran Anak melalui Notaris -

I. WNI Rp. 100.000,
2. WNA = Rp. 200.000.-

Surat Keterangan

a. Surar Keterangan Catatan Sipil WNI = Rp.  15.000,-

b. Surat Keterangan Catatan Sipil WNA =  Rp. 50.000,-

¢. Surat Kenal Lahir = Rp. 15000 -

d. Sural Keterangan Belum Pernah Kawin
. WNI = Rp. 15.000-
2. WNA = Rp. 50.000,-

¢. Pengantar untuk pencatatan Perkawinan di Luar Daerah | Negeri :
1. WNI = Rp. 15.000-
2. WNA = Rp. 50.000,-

f. Surat Keterangan kelengkapan Surat Nikah untuk WNI yvang akan
ke Luar Negeri = Rp. 15.000-

g. Surat Kenal Mat = AR ) R B0N -

h. Surat Penzaniar ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan
penetapan/ Keputusan tentang

1. Keterlambatan pendafiaran kelahiran, kematian perkawinan
dan perceraian yang dilaksanakan di Luar Indonesia,
pencatatanmya bagi :
1. WNI
I WNA:

Rp. 15.000-
Rp. 50.000 -

i n




2. Adopsi Anak bagi

1. WNI = Rp. 15.000,- b. Perceraian bagi :
1. WHNA = Rp 50.000,- I, WNI = Rp 15.000 -
3. Akta Catatan Sipil lainnya bagi 2, WNA = Rp. 25.000,
1. WNI = Rp. 15000,-
2. WNA = Rp. 50.000,- e. Kematian
1. WNI = Rp. 10.000,-
X. Pelaporan dan Pendaftaran Tanda Bukti Pelaporan Warga 2, WNA = Rp 15.000,-
Negara Indonesia mengenai kelahiran, kematian, perkawinan
dan perceraian yang terjadi di Luar Negeri : d. Pengakuan Anak
1. WNI = Rp 15.000-
1. Kurang dari jangka waktu 1 (satu) tehun sejak yang bersangkutan 2. WNA = Rp. 25.000.-
kembali ke Indonesia .. ... = Rp  25.000-
2. Melebihi jangka wakwu 1 {satu) tahun sejak yang bersangkutan ¢. Pengesahan Anak
kembali ke Indunesia ... . = Rp 50.000- 1. WNI = Kp. 15000
2. WNA = Rp. 25.000-
XL Izin Dispensasi perkawinan
f. Pengangkatan Anak
[ WNI = Rp 1500, ey = o
2. WNA = Rp. 50.000.- 2. WNA ' v
XII. Pengesahan Perjanjian Perkawinan : . ?r;arﬂrinﬁtm = Rp. 15.000,-
f = 'S 000, -
1. WNI = Rp m.mﬂ,— 2. WNA R_[:I 25 000,
2. WNA = Rp 150.000 - TR
1. WNI = Rp. 15.000.-
XIHI. Salinan Surat Ganti Nama ... = Rp. 50.000,- 2 WNA = Rp. 25.000.-
KIV. Mutast Data {catatan pinggir), karena: XVI Untuk kelengkapan syarat administrasi vaitu Map cetak dan
; : formulir yang disediakan oleh Badan Kependudukan Catatan
4. Perkawinan hagi : -Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas masing-
L. WNI = Rp. 13.000.- masingsebesar .............ccccceoeeeeeee. = Rp. 2.500,-
2 WNA = Rp 25000-
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XVII.Legalisasi :

L. Kutipan akla kelahiran , perkawinan, perceraian, kematian, izin
kawin dan pengakuan anak ( akta-akta Cartatan

L Rp. 500.-
2. Surat kenal lahir, kenal mati dan surat-sural xeterangan Catatan
I R I i i it b i e L Rp. 500.-
D LM MBIIE o s irsarmsiin s imniss it i VREGT, SO0
4. Surat-surat dibidang Cataan Sipil lainnya ... Rp. 500.-

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

(1) Retribusi dipungut pada saat orang pribad mengajukan permohonan
pelayanan penyelerggaraan Catatan Sipil dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

({)  Setiap pemungutan retribusi pelayanan penyelenggaraan Catatan
Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti sctor pembayaran,

(4)  Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan penyelenggaraan
Catatan Sipil di setor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten
bBanyumas.

BAE VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasai 0

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan Catalan Sipil
diberikan / diterbitkan.
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BAB VI
RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBLSI TERUTANG
Pasal 11

MasaReuribusi adalah jangka wakwu yang merupakan batas wakw hag
w1 retribusi untuk memaniaatkan jasa dari Pemzrintah Daerah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang terjadi pada saar diterbitkan SKRD atzu Dokumen
lain yang di pcrsamakan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sckaligus.

{(2)  Retribusi lerutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRLD atau
Dokumen lain yang disamakan.

(3) TTata cara pembavaran penyeloran dan tempal pembayaran retribusi
diatur dengan Peratran Bupati.

BAR X
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Bupati berdasarkan permchonan wajib rctribusi dapat memberikan
penourangan. keringanan dan pembehasan rerribusi.

{2) Pemberian pengurangan. keringanan dan pembcbasan retribusi
scbagaimana di waxsud pada avat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajih retribusi  diutamakan bagi masyarakat
berkemampuan ekonomi rendah/ tidak mampu.
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(3) Tala cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi

ditctapkan dengan Peraturan Bupati,

BAE XI
SANESI ADMINISTHAS]
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
bayar Ji kenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi terhutang alau kurang bavar dan ditagih
dengan menggunakan Surar Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

(1) Wajib rciribusi yang tidak melaksanakan kewajibanuya schingga
merugikan kevangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6

{enam) bulan atau denda paling banyak  Rp. 5.000.000, - ( lima juta
rupian).

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam syvat (1) adalah
pelanggaran.

BAE XILI
PENYIDIKAN
Pasal 17

(1} Pejabat Pegawal Negeri Sipil terientu di lingkungan Pemerintah

Daerak diberi wewenzng khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan undak pidana dibidang Retribust Daerah,
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i2)

Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti kererangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidans dibidang Retribusi
Dazrzh agar keterangan atau laporan t2rsebut menjadi lengkap
dan jclas,

. Meneliti, mencarn dan mengumpulkan keterangan mengena

orang pribedi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan lindak pidana Retribusi Deerah
ersebur,
Meminta ketcrangan dan bahan bukti dzn orang pribadi atau
badan sehubungan dengan lindak pidana di bidang Retribusi
Dacrah .

. Memerikea buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribus: Dacrah:
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan  bahan buki
pembukian, pencataan, dan dokumen-dokumen iain, seria
meclakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut;

. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan igas

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah;

. Memvuruh berhenti, malarang sescorang meringgalkan ruangan

alau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas crang dan atau dokumen vang di bawa
sebagaimana dimaksud pada hurul e,

. Memotret sescorang yang berkaitan cdengan tindak pidana

Retribusi Daerah:

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipriksa

schagai tersangka atau saksi;
Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Dacral mmenurut hukum yang
dapat diperianggungjawabkan.
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(3) Penyidik scbagaimana dimaksud dalam avat ( 1 ), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum, scsuwai dengan ketentuan vang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

DAD XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan
oleh Badar, Pengawas Daciali ( BAWASDA ) Kabupaten Banyumas.

(3) Untuk kepentingan pelaksansan Perawran Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya
ditctapkan dengan Keputusan Bupati dan dilampung dalzm Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini scpanjang mengenai
pelzksanaannya zkan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Fasal 20

Dergan berlakunya Peraturan Derah ini, maka Peraturan Dacrah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan
Catatan Sipil dinyatakan tidak ber|aku lag|
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Pasal 21
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal di diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetzhuinya  memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada Tanggal 26 Feb 2005

BUPATI BANYUMAS

md

ARISSETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tangpal 28 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP : 500 086 334

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR | SERLC



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK AKTA
CATATAN SIPIL

PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun
200 tentang Perubahian Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997
lentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemecrintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daeral, maka Peraruran
Daerah Kabupaien Banyumas Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Retribusi Pelayanan Catatan Sipil yang divndangkan dalain
Lembaran Dacrah Kabupzten Bznyumas Tahun 2000 Nomer 3 Seri
Bdipandang sudah tidak sesuai lagi.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah t2ntang Renbusi Penggantian Biaya Cetak Akta
Catatan Sipil.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | : Pasal imi menegaskan arti berbagai
peristilahban  yang  dipergunakan
dalam Peraturan Dacrah ini,
schingga tidak terjadi salah
pengertian dalam penafSirannya .

Pasal 2 s/d lasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8
Angka Romawi [ hurufa

Pasal 8

Angkal
hurufb dan ¢ s'd angka XVII :

Pasal 9 s/d Pasal 21

Yang dimaksud Akta Kelahiran
Rutin / Umum adalah Akrma
Kelahiran yang diberikan kepada
anak |/ bayi yang pendaftaran
pelaporannya dilakukan tidak lebih
dari 60 (enam puluh) hari kerja
terhitung sejak anak | bayi terscbut
dilahirkan.

Cukup Jclas.

Cukup Jelas.
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